
BUPATIBONE 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI BONE 

NOMOR "2.8 TAHUN 2020 

TENT ANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BONE TAHON 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana 

pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2021 

yang terencana, terarah, terpadu dan 

berkesinambungan serta memberi pedoman 

dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 ,  maka 

diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan 

Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 ;  

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah perlu menetapkan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bone Tahun 2021 ;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bone Tahun 202 1 .  



Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di 
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822) .  

2 .  Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4421); 

4 .  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tam bahan Lem baran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 4438); 

5 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2 0 1 1  Nomor 82 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;  

6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) ; Sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
20 15  ten tang Perubahan Keduaatas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 42 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 
ten tang Taha pan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
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Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 ) ;  

9 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  ten tang Perubahan 
Keduaatas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017  tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 
2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita 
negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 
590) ; 

12 .  Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 
Nomor 9); 

13 .  Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 
Tahun 20 13  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bone Tahun 2013  Nomor 2 ) ;  

14 .  Peraturan Daerah Kabuaten Bone Nomor 3 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019  Nomor 3); 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 
2021 .  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Bone. 
2 .  Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai 

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Bone. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan 
Dae rah. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang 
melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, 

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 
Daerah. 

6 . Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk 

menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang 

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam 

jangka waktu tertentu di Daerah. 

7 .  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun. 
8 .  Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

9 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 2 

RKPD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Tahun 2020 berisi program-program prioritas pembangunan daerah, 

rencana kerja dan pendanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 
sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 ,  serta 
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memperhatikan dokumen Perencanaan dan Pembangunan Provinsi 
Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat Arah 
Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2021 .  

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 

( 1 )  RKPD Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai arah dan 
acuan bagi pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Bone 
dalam melaksanakan perencanaan pembagunan Tahun 2021 .  

(2) RKPD Tahun 2021  disusun dengan tujuan: 
a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana 

Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;  
b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan 

Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas 
Plafon Anggaran Sementara Tahun 2 0 2 1 ;  dan 

c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 .  

BAB III 

SISTEMATIKA PENULISAN 

Pasal 4 

( 1 )  RKPD Tahun 2021 disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 
Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah 
Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah 
Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 
Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 
Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Bab VII : Penutup 

(2) Dokumen RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

( 1 )  Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2 0 2 1 ,  Pemerintah Daerah 
menggunakan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan 
kebijakan umum Anggaran clan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara di DPRD. 

(2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021  dalam 

melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat 
Daerah dengan D PRD. 
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Pasal 6 

Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran 
Perangkat Daerah Tahun 2021 hasil pembahasan bersama DPRD 
sebagai lampiran RKPD Tahun 2 0 2 1 .  

BAB IV 
PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bone. 

Ditetapkan di Watampone 
pada tanggal '11 Jltl; 2020 

�UPATI BONE, � 

' �  

Diundangkan di Watampone 
gal 2020 

TARIS DAERAH KABUPATEN BONE 

ANDI MUHAMMAD YAMIN. AT 
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHON 2020 NOMOR 18 
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